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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari DPW PKB Provinsi Jawa Timur dalam 
melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus dan kader partai. Kendala yang dihadapi, Materi, 
pendekatan dan metode yang digunakan dalam menerapkan pendidikan politik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kader PKB Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa DPW PKB Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pendidikan politik terhadap 
pengurus dan kader partai. Pendidikan politik yang dilakukan menggunakan dua pendekatan pokok 
yaitu pendekatan pembinaan dan pendekatan pengembangan dengan metode ceramah, diskusi, praktek 
(kampanye), mandiri (orasi politik), studi kasus, panel, dan demonstrasi. Dengan menggunakan teori 
belajar Andragogi dalam menumbuhkan sikap kesadaran kader dalam berpolitik dan berkonstribusi 
dalam masyarakat. Materi pendidikan politik yang diberikan meliputi civic education, etika politik, 
partisipasi politik, golput dan money politik. Sedangkan hambatan yang dialami PKB terkendala oleh 
masalah dana maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik perlu diperluas. Pelaksanaan pendidikan 
politik tidak hanya dapat dilakukan melalui bentuk formal tetapi juga dalam bentuk non formal. 
Kata Kunci : Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa, Pendidikan Politik 
Abstract 
        The purpose of this study is to describe the role of the regional staff council of PKB east java in 
performing political education to staff and party‟s members. The resistance, matter, approach and 
methode while performing political education. The methode of this study is descriptive qualitative, the 
collective of the data has been done through observation, interview and documentation. The source of 
the data was taken from regional staff council of PKB East Java. The result of the study shows that the 
regional staff council of PKB East Java has been performing political education  for staff and party 
members very well. Use two basic approach that is the approach of guidance and development approach 
with the methods of talk, discussion, practice (advocacy), self-contained (political oration), case study, 
panel and demonstration. By using the theory of learning andragogi attitude in growing awareness in 
political cadres and contribute in society. Political education teaching training was included civic 
education, political ethics, golput and political money. Obstacles which experienced PKB by the 
problem of funds, then perception about the form of political education need to be expanded. The 
implementation of political education not only could be done through formal form but also in the form 
of non formal.  
Keywords:  Party‟s politic, PKB, Political Education 
 
 
 
PENDAHULUAN 
       Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat 
penting bagi bangsa yang terbebas dari penjajahan, 
demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat 
mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang 
terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar 
akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, 
sehingga bisa secara otonom ikut berpartisispasi baik 
secara langsung maupun tidak langsung dalam semua 
pengambilan keputusan, memantau proses keputusan 
publik, dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan 
publik. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus 
diikutsertakan dalam proses politik maka lahirlah partai 
politik yang menjadi wadah bagi masyarakat dan 
penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. 
      Partai politik merupakan sarana atau wadah bagi 
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat 
politik yang memungkinkan untuk membangun negara. 
Politik di Indonesia telah menempatkan partai polotik 
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sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak 
ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politik secara 
mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang 
mewakili beberapa golongan  dari masyarakat yang 
memiliki tujuan yang sama, yang kemudian bersama-
sama berusaha untuk mancapai tujuan tersebut. 
      Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
partai politik yang menyebutkan salah satu fungsi partai 
politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi 
anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara 
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban yang harus 
dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Partai politik 
diharapkan dapat memberikan pendidikan politik bagi 
masyarakat, yang nantinya akan menambah wawasan dan 
pengetahuan serta pola pikir masyarakat dalam hal 
politik. Selain itu pendidikan politik bagi para anggota 
dan kader juga tidak kalah penting, hal ini menjadi 
sorotan utama karena yang nantinya akan memberikan 
pendidikan politik bagi masyarakat adalah anggota dan 
kader partai tersebut. 
       Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, 
Pendidikan politik adalah proses pemahaman dan 
pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Selain hal tersebut pendidikan politik 
diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran politik 
rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan 
partisipan kehidupan politik. Dengan demikian, pada 
akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas 
nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita 
proklamasi kemerdekaan. 
       Pemahaman terhadap konsep pendidikan politik bagi 
semua warga negara, terutama bagi kader dan anggota 
partai banyak memainkan peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan politik. Peran pendidikan politik sangat 
penting dilakukan kepada masyarakat namun hal utama 
yang harus dilakukan yakni memberikan pondasi dan 
pemahaman konsep pendidikan politik kepada kader dan 
anggota partai guna ketika terjun kedalam masyarakat 
diharapkan dapat memberikan konstribusi yang baik bagi 
peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. 
        Berdasarkan fakta yang ditemukan selama ini, 
pemilu seringkali diwarnai dengan penyimpangan politik, 
mulai dari money politik, golput yang tinggi, sampai 
adanya benturan antara pendukung atau simpatisan. 
Berbagai masalah yang muncul, adanya pendidikan 
politik yang menjadi titik yang dibutuhkan terutama bagi 
para pemilih aktif yang kurang mengerti pemahaman 
tentang politik. Pemilu tanpa adanya kampanye atau orasi 
tidak dirasa lengkap  karena kampanye adalah proses 
merekrut simpatisan sebanyak-banyaknya, memperoleh 
dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Namun 
proses kampanye banyak yang menyalahi aturan hukum 
salah satunya adalah black campanye. 
       Hal ini semakin menunjukkan lemahnya pendidikan 
politik dalam masyarakat. Selain penting bagi masyarakat 
yang memiliki pengetahuan rendah tentang politik, 
pendidikan politik juga sangat diperlukan bagi kalangan 
masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politik 
yang mendalam tentang persoalan politik. Dikhawatirkan 
keadaan seperti ini akan berpengaruh negatif pada 
masyarakat yang akan memandang sebelah mata terhadap 
politik dan akhirnya memilih untuk golput.  
       Etika politik menjadi salah satu point penting dalam 
tingkah laku para kader partai. Kader dan etika 
merupakan suatu packaging yang tidak bisa dilepaskan 
dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu 
etika politik menjadi salah satu bagian penting dalam 
pelaksanaan politik di lembaga maupun di masyarakat. 
Partai dianggap sebagai wadah atau tempat terjadinya 
pendidikan politik terhadap kader. Pendidikan politik 
yang diberikan mengacu pada etika politik bagi para 
kader, maka hasil dari pendidikan politik yang diberikan 
partai kepada kader membuat kader memiliki tugas untuk 
mengantarkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. 
      Beranjak dari pemahaman tersebut maka sebuah 
partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik 
kepada kader sehingga sebuah partai politik memiliki 
kader yang beretika dan bermoral yang baik, sehingga 
dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
sasaran yang diinginkan. Maka dari itu para kader partai 
politik dituntut agar memilki sifat amanah dalam 
menjalankan setiap tugasnya. 
       Sesuai dengan perubahan sistem politik yang ada di 
Indonesia kader partai politik bisa berasal dari berbagai 
kalangan, contohnya berasal dari kalangan public figure 
yaitu para artis terkenal yang dianggap minim dalam 
pengetahuan berpolitik tapi memiliki popularitas maka 
dapat dengan mudah direkrut sebagai aggota partai 
politik atau kader. Seperti halnya yang terjadi di Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki banyak 
anggota kader dari kalangan public figure, contohnya 
Tommy Kurniawan, Arzeti Bilbina Setyawan, yang pada 
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat April lalu 
mengalami kekalahan dalam dapil Jawa Timur. 
       Dengan adanya kader partai dari berbagai golongan 
yang tidak memiliki dasar berpolitik dan etika politik 
yang kuat membuat partai harus melakukan pendidikan 
politik bagi kadernya agar tidak terjadi penyimpangan 
dalam berpolitik dan sasaran yang dituju yakni sebagai 
wadah aspirasi masyarakat dapat tercapai dengan baik. 
Dengan adanya pendidikan politik dan kaderisasi politik 
yang baik maka akan menghasilkan wakil rakyat yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kaderisasi dari 
partai politik memiliki ciri khas yang berbeda, seperti 
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halnya dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang memilki 
tahapan dalam memberikan materi pendidikan politik 
bagi kader baru dan kader lama. 
      Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
Partai Kebangkitan Bangsa khususnya DPW PKB 
Provinsi Jawa Timur. Setelah penulis mengadakan studi 
pendahuluan melalui observasi lapangan yang dilakukan 
di DPW PKB Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jl. 
Ketintang Madya No.153-155 Surabaya menunjukkan 
bahwa PKB memiliki pendidikan politik diperuntukkan 
bagi kader partai, baik itu kader lama maupun kader baru 
agar dapat menjadi jembatan aspirasi yang baik bagi 
masyarakat. 
      Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 
yang menjadi pokok masalahan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 1. Apa materi, pendekatan dan metode 
pendidikan politik yang diterapkan DPW PKB Provinsi 
Jawa Timur terhadap pengurus dan kader partai? 2. Apa 
kendala yang dihadapi DPW PKB Provinsi Jawa Timur 
dalam menerapkan pendidikan politik terhadap pengurus 
dan kader partai ?  
      Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 
skripsi, terdapat beberapa penelitian yang relevan yaitu  
penelitian yang dilakukan Vina Yuliana, 2013 dengan 
judul Kajian tentang Progran “Ujian Kader” dalam 
meningkatkan etika politik” Universitas Pendidikan 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualtitatif dengan metode study khasus. Ditinjau dari sifat 
penelitiannya, penelitian studi kasus meneliti lebih 
mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, kendala, dan 
solusi yan dihadapi partai golkar dalam menerapkan 
program “ujian kader”.  Hasil penelitian ini adalah partai 
golkar melaksanakan program “ujian kader” 
diperuntukkan bagi kader baru untuk menjadi anggota 
partai agar memiliki kemampuan yang diharapkan dan 
bukan kader instan. Selain hal tersebut program “ujian 
kader” dikhususkan untuk meningkatkan etika politik 
bagi kader agar memiliki attitude dalam berpolitik. 
       Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 
pasal 11 ayat 1 disebutkan fungsi partai politik sebagai 
berikut. 1.partai politik berfungsi sebagai sarana 
Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 2.Penciptaan iklim yang 
kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
untuk kesejahteraan masyarakat. 3.Penyerap, 
penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4. 
Partisipasi politik warga negara Indonesia. 5.Rekrutmen 
politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan 
dan keadilan gender 
       Ruslan (2000: 87) mendefinisikan pendidikan politik 
sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga- 
lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, 
yang berusaha membentuk dan menumbuhkan 
kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik 
orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut 
pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan 
kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang 
warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh 
sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan 
kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan 
senang berpartisipasi politik secara aktif, dalam ikut 
memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya 
dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, 
dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang 
lebih baik.  
       Firmanzah (2008:81) mengelompokkan tujuan 
pendidikan politik kedalam dua kelompok yaitu sebagai 
berikut : 1.Pendidikan politik bagi anggota dan pengurus 
partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan 
solidaritas politik dalam memelihara dan menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan 
pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai 
politik, meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota 
dan pengurus partai politik. 2.Pendidikan politik bagi 
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran warga negara Indonesia atas hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
      Pelaksanaan pendidikan politik harus berorientasi 
pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan 
(Kognitif), menumbuhkan nilai dan berkomunitas 
(Afeksi) dan mewujudkan kecakapan dalam berpolitik 
baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok 
(Psikomotorik). Oleh karena itu,  pendidikan politik harus 
berorientasi pada materi-materi yang mencakup sebagai 
berikut:Pertama, posisi individu sebagai dalam berbangsa 
dan bernegara. Kedua, posisi konstitusi dalam kehidupan 
bernegara. Ketiga, posisi negara dalam menjalin relasi 
dengan warganya. Keempat, posisi individu, negara, dan 
konstitusi dalam konstelasi politik. Sedangkan media 
yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan 
politik antara lain : latihan kepemimpinan, seminar, 
workshop, dialog publik, debat terbuka, kampanye, dan 
lain-lain yang sejenis. 
       Materi pendidikan politik dibagi berdasarkan sasaran 
yang dituju. pendidikan politik harus berorientasi pada 
materi-materi yang mencakup sebagai berikut : Pertama, 
posisi individu sebagai dalam berbangsa dan bernegara. 
Kedua, posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara. 
Ketiga, posisi negara dalam menjalin relasi dengan 
 Peran Partai Politik dalam Menerapkan Pendidikan Politik terhadap Pengurus dan Kader Partai 
 
321 
warganya. Keempat, posisi individu, negara, dan 
konstitusi dalam konstelasi politik. Sedangkan media 
yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan 
politik antara lain : latihan kepemimpinan, seminar, 
workshop, dialog publik, debat terbuka, kampanye, dan 
lain-lain yang sejenis. 
       Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa 
latin „andros” yang berarti orang dewasa dan “agogos” 
yang berarti memimpin atau melayani. Menurut Knowles 
(Sudjana, 2005: 62) mendefinisikan andragogi sebagai 
seni dan ilmu dalam membantu peserta didik (orang 
dewasa) untuk belajar (the science and arts of helping 
adults learn). Terdapat empat asumsi dasar orang dewasa 
dalam penerapan teori andragogi yaitu: konsep diri, 
akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi 
belajar. Asumsi dasar tersebut dijabarkan dalam proses 
perencanaan kegiatan pendidikan yang akan diberikan 
kepada masyarakat. Partai politik memiliki peran dan 
fungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader 
dan masyarakat maka teori belajar Andragogi dapat 
diterapkan partai dalam memberikan pendidikan politik. 
METODE 
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peran partai politik 
dalam menerapkan pendidikan politik terhadap pengurus 
dan kader partai (studi pada DPW PKB Provinsi Jawa 
Timur). Dalam penelitian ini dilakukan penggalian data 
dengan mengamati dan mendengarkan secara seksama 
setiap penuturan informan yang berkaitan dengan 
penerapak pendidikan politik terhadap pengurus dan 
kader PKB Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan 
di DPW PKB Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jl. 
Ketintang Madya No.153-155 Surabaya 
       Penggunaan metode penelitian kualitatif artinya data 
yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 
data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan 
di lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi 
lainnya (Moeloeong,2004:131). Sedangkan Marshall & 
Rossman (dalam Creswell, 2009:293) mengatakan bahwa 
data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah 
berupa sajian data dalam bentuk kata-kata (utamanya 
kata-kata partisipan) atau gambar-gambar dari pada 
sajian berupa angka-angka. 
       Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitian pada pendidikan politik yang dilakukan oleh 
Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur terhadap 
anggota dan kader, dengan fokus sebagai berikut: 
 1. materi, pendekatan dan metode pendidikan politik 
yang diterapkan DPW PKB Provinsi Jawa Timur 
terhadap pengurus dan kader partai.  2. kendala yang 
dihadapi DPW PKB Provinsi Jawa Timur dalam 
menerapkan pendidikan politik terhadap pengurus dan 
kader partai. 
      Waktu penelitian dilakukan dari awal (pengajuan 
judul) sampai akhir (hasil penelitian) sekitar 11 bulan 
yaitu dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 
2014. Creswell (2009:286) mengatakan bahwa 
kedalaman yang dimunculkan dalam penelitian kualitatif 
ini lebih berhubungan dengan kekayaan informasi dan 
kecocokan konteks apa yang ingin diketahui oleh peneliti 
daripada tergantung pada jumlah sampel.  Pada penelitian 
ini yang dijadikan informan penelitian adalah orang yang 
mengetahui tentang  pendidikan politik dan agenda partai 
dalam menerapkan pendidikan politik bagi kader PKB. 
       Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan 
(Observasi) merupakan pengamatan langsung yang 
dilakukan dengan turun kelapangan untuk mengamati 
perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 
penelitian (Creswell, 2004:267). Pengamatan dilakukan 
untuk mencari gambaran awal mengenai lokasi penelitian 
dan menentukan informan penelitian dengan melakukan 
pengamatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan pengamatan kegiatan pendidikan 
politik terhadap pengurus dan kader partai. 
       Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga 
apabila peneliti ingin mengetahui  hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui peran dari pihak Partai Kebangkitan Bangsa 
sejauh mana meneraojkan pendidikan politik terhadap 
anggota dan kader  DPW Partai Kebangkitan Bangsa 
Profinsi Jawa Timur 
        Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data 
yang bersumber dari a dokumen milik DPW PKB yang 
ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian 
ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah dapat 
berupa foto seperti foto slogan dan poster maupun foto 
kegiatan partai politik seperti  muktamar PKB,  Munas 
PPKB. Selain itu dapat berupa data partisipan partai 
kebangkitan bangsa dalam setiap periode pilihan 
legislatif. 
        Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
model Miles and Huberman. Menurut (Miles and 
Huberman dalam Sugiyono, 2005: 91) “mengemukakan 
bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” Aktivitas analisis 
data yaitu yang pertama data Reduction (Reduksi Data) 
adalah Mereduksi dan berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 
Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 
lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 
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pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. Data penelitian ini, data diperoleh melalui 
wawancara kemudian data tersebut dirangkum, dan 
diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas 
kepada penulis. 
       Langkah kedua yaitu data display atau menyajikan 
data. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan 
data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data 
yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber 
tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, 
selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan 
yaitu peran PKB dalam menerapkan pendidikan politik 
bagi pengurus dan kader. 
       Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data 
kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan 
bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 
gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas 
sehingga menjadi jelas setelah diteliti. 
        Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.Menurut 
Sugiyono (2010:330) triangulasi teknik berarti peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-
beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang 
sama.Triangulasi teknik untuk menguji kredibilatas data 
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 
observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan 
teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan 
data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 
lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 
yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap 
benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 
pandangnya berbeda-beda. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang 
perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 
tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik 
berperan dalam melakukan pendidikan politik terhadap 
pengurus dan kader. Perkembangan demokrasi dewasa ini 
nyaris tidak disertai dengan perbaikan yang signifikan 
pada jalur kaderisasi kepemimpinan politik. Publik seolah 
masih dipaksa untuk memberikan ruang dipanggung 
politik bagi aktor-aktor lama. Hal ini bertolak belakang 
dengan impian publik yang mengharapkan lahirnya  
pemimpin alternatif. Tidak adanya pendidikan politik 
yang sistematis dan rendahnya penguasaan pengalaman 
dalam mengatasi masalah sosial dan keterlibatan dalam 
partisipasi sukarela menjadi kendala utama kaderisasi 
kepemimpinan politik di Indonesia. Keadaan ini 
diperparah oleh pola rekrutmen dan nominasi kandidat 
yang tidak melibatkan anggota partai secara luas. 
Kandidat muncul tiba-tiba, dan terlahir dari restu elit 
partai bukan melalui konvensi partai (Suryadi, 2009:205). 
Dalam struktur dan sistem politik, organisasi politiklah 
yang paling bertanggung jawab melahirkan pemimpin-
pemimpin berkualitas. Partai politik diharapkan dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai Instrumen of Political 
Education dengan baik dan benar. Pendidikan politik bagi 
sebuah partai politik menjadi prioritas utama termasuk di 
PKB, sebagaimana yang diungkapkan oleh  Ka‟bil 
Mubarok sebagai berikut: 
 “Pendidikan politik seyogyanya diperuntukkan bagi 
kader dan masyarakat,  begitupula yang terjadi di 
PKB. Pendidikan politik bagi pengurus dan kader 
partai sangat diperlukan dan menjadi prioritas utama 
karena sebelum terjun ke dalam masyarakat untuk 
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, inti 
atau mentor harus terlebih dahulu memahami dengan 
sebaik-baiknya apa pendidikan politik tersebut dan 
bagaimana pendidikan politik tersebut bagi pihak 
intern partai maupun bagi masyarakat. Saat ini telah 
banyak agenda-agenda dalam partai untuk 
mengeratkan silaturrahmi antara pihak-pihak partai 
demi terciptanya keselarasan dalam berpolitik. Selain 
hal tersebut pendidikan politk untuk kader diperlukan 
untuk menyiapkan kader sebaik-baiknya. Seharusnya 
sebuah partai politik memiliki kriteria khusus dan 
seleksi khusus untuk penerimaan kader baru. Hal ini 
juga berlaku di PKB namun dengan banyaknya faktor 
terkadang segala proses tersebut hanya berfungsi 
sebagai formalitas tanpa terealisasikan dengan baik. 
(wawancara dilakukan 15 Juli 2014, 15:00 WIB dan 
15 Desember 2014 15:00 di kantor DPW PKB 
Provinsi Jawa Timur)” 
Senada dengan Ka‟bil, Naufal Abdi selaku bidang 
pengkaderisasi menambahkan pentingnya pendidikan 
politik yang harus dimiliki kader partai. Cuplikan 
wawancara sebagai berikut bahwa:  
“Kader yang baik adalah kader yang dewasa, siap dan 
matang. Dewasa dalam arti bukan kriteria umur 
melainkan dewasa dalam berorganisasi, dewasa dalam 
bekerja secara team, dewasa dalam leadership, dewasa 
dalam mengatasi masalah. Hal ini yang sangat 
diperlukan bagi kader partai. Untuk kader pemula 
tentunya pengetahuan dasar tentang politik sangat 
diperlukan. Dalam partai kami terdapat pematangan 
atau pretest bagi kader-kader partai. Misalnya dalam 
agenda pretest yang dilakukan partai untuk 
menyiapkan anggota DPR dan DPRD yang terpilih 
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dari fraksi PKB. Hal tersebut dilakukan agar ketika 
anggota dewan yang terpilih dapat melaksanakan 
tugas sebaik-baiknya dan tidak memiliki rasa 
canggung dalam mengemban amanah rakyat. Saat ini 
banyak pendaftaran kader baru bermunculan baik itu 
dari kalangan organisasi berbasis politik maupun 
dalam kalangan biasa dan rekomendasi kader lama. 
Hal ini menjadikan kami selaku team berkoordinasi 
untuk menyeleksi calon kader baru dengan berbagai 
pertimbangan. Bukan kader instan yang kita miliki 
namun kader yang memiliki kompetensi yang kami 
harapkan. (wawancara dilakukan 15 Desember 2014 
10:00 di kantor DPW PKB Provinsi Jawa Timur)” 
Berdasarkan cuplikan wawancara di atas menjelaskan 
bahwa pendidikan politik bukan hanya kamuflase 
program partai politik, melainkan sebuah program yang 
harus menjadi sorotan khusus dalam merealisasikannya. 
Pendidikan politik tidak akan memadai jika hanya 
dipandang sebagai dampak pengiring (nurturant effect) 
keterlibatan kader dalam aktivitas rutin partai 
(Budimansyah dan Suryadi,  2008:160). 
Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi 
pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap 
yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi 
standart kompetensi yang ditentukan. Materi yang 
disampaikan harus tepat sasaran agar pelaksanaan 
pembelajaran dapat mencapai sasaran yang diinginkan. 
Bahan ajar yang akan disampaikan dalam melakukan 
proses pembelajaran, seperti halnya pelajaran formal 
lainnya dalam mata pelajaran Matematika, Biologi dan 
Kimia, pendidikan politik juga memiliki materi yang 
wajib disampaikan guna tercapainya kehidupan berpolitik 
dan berdemokrasi dengan benar. Seperti halnya yang 
diungkapkan Mahfud Fuadi tentang materi pendidikan 
politik bahwa:    
“Pemberian materi pendidikan politik bagi para 
pengurus dan kader memiliki berbagai tahapan, yaitu 
terbagi menjadi 2 tahapan yakni pertama pemahaman 
internal (keorganisasian) dan kedua pemahaman 
eksternal partai atau masyarakat. Pertama, Tahapan 
pemahaman internal (keorganisasian) adalah 
mengetahui secara keseluruhan hal yang berhubungan 
dengan PKB mulai dari visi, misi PKB, Platfom 
perjuangan PKB, History PKB, dan keseluruhan 
kegiatan tersebut berorientasi pada doktrin-doktrin 
atau ruh ideology PKB bagi para anggota dan kader 
partai. Kedua, Tahapan pendidikan politik eksternal 
yakni meliputi pemahaman tentang politik yakni 
demokrasi dalam berpolitik, partisipasi politik, etika 
politik, kajian masalah dalam masyarakat, solidaritas 
dan royalitas terhadap partai. (wawancara dilakukan 
15 Agustus 2014, 14:00 WIB di kantor DPW PKB 
Provinsi Jawa Timur)” 
Selain Mahfud Fuadi, Naufal Abdi juga memaparkan 
tentang materi pendidikan politik terhadap pengurus dan 
kader yakni sebagai berikut: 
“Berbicara masalah materi atau bahan ajar yang  
disampaikan berkenaan dengan pendidikan politik 
adalah mengenai civic education, Etika Politik, 
Partisipasi Politik, masalah yang terjadi dalam 
masyarakat yaitu golput, money politic. Materi-materi 
tersebut dapat dikatakan sebagai materi pokok dalam 
menerapkan pendidikan politik. Hal ini dikarenakan 
materi tersebut dianggap sebagai pondasi utama dalam 
membentuk kader yang berkompeten dan berwawasan 
luas. Namun selain materi pokok tersebut, terdapat 
berbagai materi tambahan seperti kajian hasil pemilu, 
observasi kinerja kader dari masing-masing DPC, 
DPAC seJawaTimur. (wawancara 15 Desember 2014 
10.00)” 
Selain materi pendidikan politik terdapat pendekatan 
dalam pendidikan politik. Pendekatan adalah titik tolak 
atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang 
merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 
yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 
mewadahi, menginsiprasi, menguatkan dan melatari 
metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 
Dalam melaksanakan pendidikan politik dapat dilakukan 
dengan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan 
pembinaan dan pendekatan pengembangan. Pendekatan 
pembinaan adalah pendidikan politik yang diprakarsai 
oleh pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya 
masyarakat (LSM). Pendekatan pengembangan adalah 
pendidikan politik yang diprakarsai oleh jajaran generasi 
muda sebagai subyek.  
Pendekatan pembinaan dapat dilakukan melalui 
kegiatan pelatihan kader partai. Pelatihan kader partai 
adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses 
belajar yang berguna untuk memperoleh dan 
meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang 
berlaku, dalam waktu yang relatif singkat. Pelatihan ini 
merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan 
pada praktek daripada teori. Ada beberapa hal penting 
dalam suatu pelatihan kader, yaitu: pertama tujuan 
pelatihan kader yang dilakukan secara umum harus 
berorientasi kepada pembentukan individu yang 
memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam 
menjalankan aktivitas politik mereka dalam kehidupan 
sehari-hari. Kedua kurikulum pelatihan diharapkan dapat 
mengadopsi muatan-muatan Pendidikan Politik untuk 
dimasukan kedalam  pendekatan pelatihan seperti 
pendekatan-pendekatan nilai, moral, Attitude. 
Adapun metode yang diimplementasikan PKB dalam 
pendidikan politiknya, meliputi: ceramah, diskusi, praktek 
(berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, provokasi dan 
advokasi, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, 
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dan perencanaan), mandiri (tugas membaca, menulis, dan 
orasi politik), case study (studi kasus), panel, personal 
action plan, dan demonstrasi/aksi.  
Seperti kegiatan Muktamar PKB yang 
diselenggarakan di Empire Palace pada 30-1 September 
2014 yang melibatkan seluruh kader PKB di Indonesia. 
Terdapat banyak susunan kegiatan yang dilakukan 
meliputi rapat kerja PKB selama 5 tahun kedepan, serap 
aspirasi masing-masing DPW/DPC seIndonesia, pidato 
kemenangan presiden Joko Widodo yang merupakan 
dukungan koalisi PKB. Adapun pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan pembinanaan dengan 
metode ceramah, diskusi, praktek (berpikir kritis, inovatif, 
dan kreatif, provokasi dan advokasi. 
Kegiatan lain yang dilakukan PKB dalam menerapkan 
pendidikan politik bagi kader adalah diskusi internal DPC 
seJawa Timur yang diselenggarakan di Empire Palace 
pada 11 Januari 2015 yang dihadiri oleh ketua umum PKB 
Muhaimin Iskandar. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa 
aspek yang disampaikan. Selain berkaitan dengan evaluasi 
program kerja antar DPC, terdapat doktrinasi yang 
dilakukan untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang 
tinggi terhadap PKB. Kegiatan ini dilakukan dengan 
pendekatan pembinaan dengan metode ceramah dan 
diskusi. 
Metode pendidikan politik yang digunakan PKB 
dalam menerapkan pendidikan politik terhadap kadernya 
juga disinggung oleh Naufal Abdi sebagai berikut : 
“Pendidikan politik pada dasarnya adalah kegiatan 
wajib harus dilakukan oleh setiap partai politik. 
Metode, pendekatan dan materi yang disampaikan 
partai kami PKB tentang pendidikan politik tidak 
diintegrasikan secara pasti namun berdasarkan kondisi 
dan kebutuhan pada waktu terebut. Misalnya dalam 
kegiatan A mengunakan metode ceramah dengan 
mendatangkan kyai atau tokoh agama, kegiatan B 
dengan metode diskusi membahas tentang prosentase 
partisipan PKB di masing-masing daerah dengan 
pendekatan yang berbeda pula. Meskipun demikian, 
pendidikan politik menjadi prioritas partai kami guna 
menghasilakn kader yang berkualitas. (wawancara 15 
Desember 2014 dan 15 Januari 2015 10:00 di kantor 
DPW PKB Provinsi Jawa Timur) “ 
Dalam melaksanakan pendidikan politik kepada 
pengurus dan kader partai, tentunya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor tersebut bisa faktor pendukung 
dan faktor penghambat. Salah satu hambatan tidak 
berjalannya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai 
politik ini dikarenakan minimnya sumber dana yang 
dipunyai oleh partai politik. Hal ini terjadi karena persepsi 
kalangan partai terhadap pendidikan politik hanyalah 
sebatas pendidikan politik dalam bentuk formal semisal 
pendidikan dan pelatihan kader, seminar, diskusi politik 
dan sebagainya yang diselenggarakan secara formal. 
Untuk melaksanaan pendidikan politik semacam itu 
memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, 
maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik itu 
sendiri harus dirubah. 
Menurut Naufal Abdi selaku bidang pengkaderisasi 
DPW PKB Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 
pendidikan politik terhadap penggurus dan kader adalah 
minimnya dana yang tersedia untuk melakukan kegiatan 
pendidikan formal secara rutin atau berkala, seperti 
kutipan wawancara berikut: 
“Setiap partai politik memiliki dana politik (Banpol) 
yang disediakan oleh pemerintah yang memiliki dasar 
hukum jelas yakni dalam UU No 2 Tahun 2011 
Tentang Partai Politik, begitupula partai kami. 
meskipun demikian, Banpol tersebut bukan hanya di 
aplikasikan sepenuhnya untuk biaya kegiatan 
pendidikan politik “formal” misalnya dengan rutin 
mengadakan temu dan serap aspirasi, seminar, rapat 
terbuka. Tentunya jika seperti itu sangatlah kurang 
dana politik yang diberikan. Karena kebutuhan partai 
politik bukan hanya sekedar melakukan pendidikan 
politik. Kebutuhan yang partai politik sangatlah 
banyak, misalnya dana perawatan kantor, belanja 
sehari-hari keperluan kantor, biaya transportasi setiap 
ada kegiatan diluar kantor, biaya konsumsi setiap hari 
di kantor dan masih banyak yang lain. Akan tetapi 
dalam partai kami selalu mengadakan temu dan serap 
aspirasi antar DPC, DPAC, seProvinsi Jawa Timur 
meskipun itu berlangsung sebulan satu kali. Hal ini 
kami lakukan untuk menjaga silaturahmi antar anggota 
dan untuk meningkatkan stabilitas kerja dan solidaritas 
dalam berpartai. (wawancara dilakukan pada 15 
Desember 2014 11:00 di kantor DPW PKB Provinsi 
Jawa Timur)” 
      Dari kutipan wawancara di atau menyebutkan bahwa 
dalam pelaksanaan aktivitas kepartaian pelaksanaan 
pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui 
bentuk-bentuk formal tetapi juga dalam bentuk-bentuk 
non formal. Bentuk-bentuk pendidikan politik yang dapat 
dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya, 
diantaranya yaitu pelaksanaan rekrutmen anggota dengan 
pola seleksi; pelatihan kepemimpinan dan manajerial 
partai, pelaksanaan diskusi politik, pelaksanaan rapat rutin 
partai, pemberian kesempatan pada kader baru dan kader 
muda untuk menempati posisi sebagai pengurus partai, 
pemberian kesempatan kepada kader untuk dicalonkan 
dalam jabatan legislatif maupun eksekutif melalui 
mekanisme seleksi; mengikutsertakan kader dalam 
seminar, pelatihan, diskusi diluar partai, pemberian 
beasiswa atau bantuan biaya pendidikan terhadap kader, 
memberikan informasi terbaru terhadap kadernya dan 
mendirikan organisasi sayap partai. 
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Berkaitan dengan Banpol, Hal tersebut juga 
disebutkan oleh Iffah Hidayatur Rohmah yang sekaligus 
merangkap sebagai pengurus laporan harian kegiatan PKB 
Provinsi Jawa Timur bahwa: 
“Banpol diterima setiap bulan ke dalam partai, 
banyaknya banpol ditentukan ketika semakin 
banyaknya suara yang diperoleh partai tersebut dalam 
pemilu dan bayaknya kursi DPR DPRD yang 
diperoleh partai, banpol sebanyak 60% digunakan 
untuk kegiatan pendidikan politik baik itu bagi 
penggurus maupun bagi masyarakat. Pengadaan 
kegiatan seminar, rapat, kegiatan-kegiatan besar 
lainnya menggunakan dana tersebut. 40% banpol 
digunakan untuk keperluan partai, misalnya perawatan 
kantor, furniture kantor, dan kebutuhan sehari-hari 
partai. (wawancara dilakukan pada 12 Agustus 2014 
16:00 di kantor DPW PKB Provinsi Jawa Timur)” 
      Selain kendala dana politik, PKB memiliki kendala 
lain dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap 
kader. Menurut Mahfud Fuadi selaku ketua pelaksana 
kegiatan di PKB hambatan yang dihadapi adalah 
management waktu, untuk tahun ini PKB memiliki 
kegiatan kepartaian tentang pengkaderan dan memiliki 
unsur pendidikan politik bagi kader yang cukup padat, 
jadi waktu yang menjadi salah satu kendala yang 
dihadapi. seperti lebih detail beliau menjelaskan: 
“Kendala dalam PKB dalam menerapkan pendidikan 
politik bagi kader adalah management waktu. Tahun 
ini PKB memiliki banyak kegiatan mengenai 
pelaksanaan pendidikan politik, seperti Muktamar 
PKB, pembekalan untuk anggota DPR dan DPRD 
yang terpilih, pretest untuk para calon ketua fraksi 
PKB seprovinsi Jawa Timur. Dalam muktamar PKB 
terdapat seluruh anggota kader PKB seluruh Indonesia 
untuk mengikuti kegiatan rapat terbuka persiapan 
program kerja PKB selama 5 tahun kedepan, hal ini 
tentunya dapat menjadi wadah yang subur untuk 
seluruh kader dalam meningkatkan idealisme dalam 
berpartai dan menambah wawasan  politik dari rekan-
rekan kader yang lain. Saling memberi dukungan dan 
saling mengevaluasi antar kader PKB seIndonesia. 
Kemudian untuk anggota DPR dan DPRD terpilih dari 
fraksi PKB sangat perlu mengikuti pretest yang 
dilakukan agar ketika terjun menjadi wakil rakyat 
dapat menjadi wakil rakyat yang amanah. (wawancara 
dilakukan pada 15 Agustus 2014 14:00 dan pada 16 
Desember 13:00 di kantor DPW PKB Provinsi Jawa 
Timur)” 
PEMBAHASAN 
Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Para pemimpin dan wakil-wakil 
rakyat terpilih melalui partai politik, mulai dari tingkat 
pusat sampai tingkat daerah baik dalam pemilihan 
legislatif di tingkat DPR Pusat, DPRD Tingkat I, dan 
DPRD Tingkat II, maupun pada pemilihan pimpinan 
eksekutif baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati 
dan atau Walikota. Dalam Undang- Undang No 2 Tahun 
2011 tentang partai politik, secara umum selalu 
dicantumkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai 
sarana pendidikan politik. Namun pelaksanaan fungsi ini 
relatif kurang maksimal dijalankan oleh partai politik. 
Semua partai masih memprioritaskan fungsi partai sebagai 
sarana untuk mencapai kekuasaan saja. Padahal disetiap 
partai manapun yang ada di Indonesia, baik didalam AD 
dan ART, program umum, visi misi dan maupun 
kebijakan lainnya selalu ditekankan bahwa ada kewajiban 
partai untuk melaksanakan pendidikan politik, terutama 
terhadap kadernya.  
Secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan kepada DPW PKB Provinsi Jawa Timur, 
mengalami berbagai hambatan dalam menerapkan 
pendidikan politik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor 
seperti halnya metode, pendekatan dan materi yang 
digunakan tidak diintegrasikan secara pasti namun 
berdasarkan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. 
Pendidikan politik yang diterapkan di partai politik 
berbeda dengan pendidikan politik yang dilakukan di 
dalam sekolah formal maupun perguruan tinggi yang 
memiliki kriteria khusus dalam pencapaian hasil belajar 
berdasarkan kurikulum yang digunakan. Meskipun 
demikian kegiatan pendidikan politik memiliki metode 
seperti ceramah, diskusi, praktek (berpikir kritis, inovatif, 
dan kreatif, provokasi dan advokasi, pengambilan 
keputusan, manajemen kampanye, dan perencanaan), 
mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi politik), case 
study (studi kasus), panel, personal action plan, dan 
demonstrasi/aksi. 
Berdasarkan hal tersebut, maka setiap partai politik 
memiliki kewajiban untuk menjadikan pendidikan politik 
terhadap kader menjadi sebuah realitas yang harus 
dilakukan dengan baik agar kader dan pemimpin masa 
depan dapat menjadi pemimpin ideal yang diimpikan 
masyarakat dan menjadi kader, pemimpin, wakil rakyat 
yang amanah. Karena seyogyanya ruh partai politik 
adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan tumpuan 
masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.  
Sumber daya manusia juga memiliki andil dalam 
tercapainya pelaksanaan pendidikan politik yang 
dilakukan untuk para kader. Dengan SDM yang baik 
tentunya akan mempermudah dalam pencapaian 
pendidikan politik dan dianggap matang ketika terjun 
dalam masyarakat dan menjalankan peran sebagai kader 
yang nantinya dapat menjadi acuan masyarakat untuk 
memilih dan memilah para calon pemimpin sebagai wakil 
aspirasi politik mereka. 
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  Dari masalah-masalah atau kendala yang dihadapi 
PKB berkaitan dengan penerapan pendidikan politik bagi 
kader, Salah satu hambatan lain dalam pelaksanaan 
pendidikan politik oleh partai politik ini dikarenakan 
minimnya sumber dana yang dipunyai oleh partai politik. 
Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai 
politik telah disebutkan adanya Dana Politik untuk partai 
politik dalam melaksanakan kegiatan kepartaian. Namun 
banpol tersebut bukan hanya di implikasikan sepenuhnya 
bagi pendidikan politik bagi kader karena kegiatan dan 
program partai politik bukan hanya menerapkan 
pendidikan politik. Minimnya dana untuk pendidikan 
politik terjadi karena persepsi kalangan partai terhadap 
pendidikan politik hanyalah sebatas pendidikan politik 
dalam bentuk formal misalnya pendidikan dan pelatihan 
kader, seminar, diskusi politik dan sebagainya yang 
diselenggarakan secara formal. Untuk melaksanaan 
pendidikan politik semacam itu memang dibutuhkan biaya 
yang tidak sedikit. Untuk itu, maka persepsi tentang 
bentuk pendidikan politik itu sendiri harus dirubah.  
  Dalam pelaksanaan aktivitas kepartaian pelaksanaan 
pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui 
bentuk-bentuk formal tetapi juga dalam bentuk-bentuk 
non formal. Bentuk-bentuk pendidikan politik yang dapat 
dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya, 
diantaranya yaitu: pelaksanaan rekrutmen anggota dengan 
pola seleksi, pelatihan kepemimpinan dan manajerial 
partai, pelaksanaan diskusi politik; pelaksanaan rapat rutin 
partai, pemberian kesempatan pada kader baru dan kader 
muda untuk menempati posisi sebagai pengurus partai, 
pemberian kesempatan kepada kader untuk dicalonkan 
dalam jabatan legislatif maupun eksekutif melalui 
mekanisme seleksi, mengikutsertakan kader dalam 
seminar, pelatihan, diskusi diluar partai, pemberian 
beasiswa atau bantuan biaya pendidikan terhadap kader, 
memberikan informasi terbaru terhadap kadernya, dan 
mendirikan organisasi sayap partai. 
 Selain kegiatan di atas yang memiliki skala besar, 
PKB Dalam melakukan pendidikan politik memiliki 
organisasi sayap yang bekerja sesuai dengan banom 
masing-masing dan sasaran yang ingin dituju. Yaitu: 
GardaBangsa adalah organisasi sayap PKB yang berperan 
untuk pemuda pemudi. Kegiatan yang biasa dilakukan 
adalah pemberdayaan dikalangan pemuda-pemudi. 
Pemberdayaan dalam arti melakukan kegiatan persuasif 
terhadap pemuda dikalangan masyarakat agar turut 
berpartisipasi dalam politik dan mengetahui pentingnya 
menjadi pemilih aktif untuk Indonesia berdemokrasi. Dari 
tujuan umum tersebut, GardaBangsa juga memasukkan 
doktrin tentang PKB dalam reverensi politiknya. Kegiatan 
yang dilakukan GardaBangsa lebih berorientasi pada 
kegiatan sosial dan pendidikan politik terhadap 
masyarakat umumnya dan pemuda khususnya. PPKB 
(Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa) adalah organisasi 
sayap PKB yang mengkhususkan untuk perempuan-
perempuan PKB baik itu kader PKB, istri kader PKB, 
maupun pemudi yang tergabung dalam organisasi sayap 
PKB. PPKB berperan untuk wilyah perempuan-
perempuan atau ibu-ibu. Seperti halnya kegiatan PPKB 
dalam Muktamar PKB kemarin, para perempuan 
melakukan kegiatan silaturahmi dan juga evaluasi kinerja 
di masing-masing DPC. Polkumham adalah organisasi 
sayap PKB yang berperan untuk menangani masalah 
hukum dalam PKB. Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu 
Bangsa) adalah organisasi sayap PKB yang berperan 
untuk mahasiswa mahasiswi. Kegiatan yang dilakukan 
biasanya politic on camp yaitu mengadakan seminar 
tentang PKB ke kampus-kampus yang diikuti mahasiswa-
mahasiswa agar berpartisipasi menjadi pemilih aktif dan 
diharapkan dapat menggunakan suara untuk PKB. 
Selain hambatan yang dialami PKB dalam 
menerapkan pendidikan politik terhadap kader, terdapat 
hal lainnya yang penting untuk menerapkan pendidikan 
politik adalah materi-materi yang diadopsi dari materi 
yang selama ini diberikan melalui Pendidikan Politik 
seperti materi civic education, Etika Politik, Partisipasi 
Politik, Money Politic dan Golput. Penetapan model dan 
pendekatan metode pendidikan politik menjadi hal yang 
tidak boleh dilupakan. Ada beberapa alternatif metode 
yang bisa dipakai dalam menerapkan pendidikan politik 
terhadap kader partai. Metode-metode tersebut dapat 
meliputi metode yang memang diperuntukkan untuk 
kegiatan pelatihan maupun metode yang biasa digunakan 
dalam pembelajaran disekolah terutama dalam 
pembelajaran PKn tetapi bisa juga diadopsi dan 
diaplikasikan dalam pelatihan kader partai. 
 Media yang dapat digunakan dalam pelatihan 
pendidikan politik kader partai meliputi: seminar, serap 
aspurasi antar kader PKB, Rapat Umum, Pretest kader dan 
lain-lain. Proses akhir yang tak kalah penting dalam suatu 
pelatihan adalah bentuk evaluasi yang digunakan untuk 
mengukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar 
dapat dijadikan acuan untuk mengadakan kegiatan 
pendidikan politik selanjutnya. Dalam pendidikan politik 
yang dilakukan partai politik terhadap kader tidak sama 
dengan pendidikan yang dilakukan di sekolah formal yang 
terdapat suatu kurikulum yang harus diterapkan. 
Melainkan dalam pendidikan politik yang sebagian besar 
diikuti oleh orang dewasa maka kurikulum sekolah formal 
tidak cocok diterapkan dalam pendidikan politik. 
Pendidikan ini bersifat partisipatif dan kemauan untuk 
lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori 
belajar untuk orang dewasa (Andragogi) menjadi teori 
yang cocok dalam menerapkan pendidikan politik bagi 
kader.  
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 Andragogi memainkan peran akan pembelajaran dan 
pelatihan bagi orang dewasa.  Pemahaman terhadap 
perkembangan kondisi psikologi orang dewasa tentu saja 
mempunyai arti penting bagi para pendidik atau fasilitator 
dalam menghadapi orang dewasa sebagai penerima pesan. 
Andragogi sebagai ilmu yang memiliki dimensi yang luas 
dan mendalam akan teori belajar dan cara mengajar. 
Secara singkat teori ini memberikan dukungan dasar yang 
esensial bagi kegiatan pembelajaran orang dewasa. Oleh 
sebab itu, pendidikan atau usaha pembelajaran orang 
dewasa memerlukan pendekatan khusus dan harus 
memiliki pegangan yang kuat akan konsep teori dan 
maksud tujuan yang jelas bagi kepentingan bersama 
maupun individu. 
Pada awalnya teori ini tidak berlaku di Partai 
Kebangkitan Bangsa, Andragogi bagi kebanyakan 
kalangan merupakan teori belajar yang asing. Pelaksanaan 
pendidikan di PKB dilakukan dengan mengikuti skenario 
yang telah ditentukan dan  melupakan evaluasi kebutuhan, 
problem yan dialami pihak intern partai yaitu kader. 
Dalam kegiatan yang dilakukan ketika mengusung tema 
pengkaderisasian lebih dominan dilakukan atas dasar 
kriteria-kriteria tertentu yang diinginkan partai tanpa 
melihat bagaimana kebutuhan dan masalah yang dialami 
kader, sehingga pemecahan masalah yang diinginkan 
kader tidak didapatkan. Hal ini dibuktikan dalam 
prosentase jumlah partisipan PKB yang mengalami 
penurunan disetiap pemilihan legislatif. 
Bagan 
Prosentase jumlah partisipan Partai Kebangkitan 
 
  Berdasarkan bagan diatas penurunan jumlah 
partisipan terjadi secara terus menerus dalam setiap 
periode pemilihan legislatif. Hal ini dikarenakan oleh 
beberapa hal, penurunan di periode 1998-2004 
dikarenakan terlalu banyak jumlah partai yang ikut 
berpartisipasi dalam panggung politik yang 
mengakibatkan PKB memiliki suara yang sedikit. 
Kemudian di tahun 2004, PKB mengalami penurunan 
kembali dengan adanya konflik internal di kubu PKB. 
Pada tahun 2014 PKB kembali menemukan ruhnya 
dengan peningkatan jumlah partisipan yang mencapai 
angka maksimal. Hal ini dikarenakan keadaan internal 
partai kembali kondusif dan harmonis kemudian didukung 
dengan jumlah partai peserta yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan periode-periode pileg yang lalu.             
      Teori belajar Andragogi dalam partai politik memiliki 
tempat yang sangat sedikit bahkan banyak juga yang tidak 
mengetahui apa itu Andragogi. Yang menjadi fokus utama 
PKB dalam menerapkan pendidikan politik bagi kader 
adalah menyiapkan kader handal dan dapat berkonstribusi 
baik dalam masyarakat. Penurunan jumlah partisipan yang 
signifikan dalam periode 1999, 2004 dan 2009 disebabkan 
oleh beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan teori belajar 
yang digunakan ketika menerapkan pendidikan politik. 
Pendekatan secara personal yang dilakukan partai 
terhadap kader memiliki intensitas yang kurang sehingga 
partai kurang peka dalam mengidentifikasi masalah atau 
kebutuhan kader dalam setiap program kerjanya. Hal ini 
tentu menimbulkan penurunan prestasi dalam masyarakat 
ketika kader terjun dalam memberikan pendidikan politik 
dan berakibat menurunnya jumlah partisipan PKB.  
 Ketika sikap sadar dimiliki oleh setiap kader maka 
pencapaian yang diinginkan partai umumnya dan pribadi 
khususnya dapat dicapai dengan maksimal. Penggunaan 
teori belajar andragogi merupakan teori yang sesuai dalam 
pendidikan politik, dimana teori belajar ini lebih 
mengutamakan untuk menimbulkan sikap sadar. 
Prosentase jumlah partisipan untuk tahun 2014 mengalami 
meningkatan tajam dikarenakan kondisi internal partai 
sangat kondusif. Kondisi ini tentu didukung dengan 
adanya sikap kesadaran yang dimiliki kader dalam 
memberikan konstribusi maksimal untuk partai dan 
bangsa. Kebutuhan dan masalah yang dialami kader 
dalam bertugas dapat diminimalisir dengan baik dan 
penerapan pendidikan politik bagi masyarakat dapat 
dilakukan secara maksimal sehingga jumlah partisipan 
partai dapat kembali diraih.  
       DPW PKB Provinsi Jawa Timur merupakan induk 
DPC seluruh Provinsi Jawa Timur, peran DPW lebih 
diutamakan dalam meningkatkan jumlah partisipan di 
masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki masalah 
dan kebutuhan yang berbeda, apabila pendidikan politik 
yang dilakukan berdasarkan satu konsep penerapan maka 
penurunan jumlah partisipan disetiap daerah akan terus 
terjadi. Dengan teori belajar Andragogi, partai politik 
dapat mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang 
dihadapi tiap DPC dan menumbuhkan kesadaran bagi 
para kader. Seminar, rapat kerja, serap aspirasi yang 
dilakukan DPW dengan melibatkan seluruh DPC Jawa 
Timur mendapat apresiasi yang baik. Tiap DPC mengirim 
perwakilan untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik 
tersebut demi ketercapaian tujuan partai. 
PENUTUP 
Simpulan 
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Merujuk  pada  hasil  temuan  dan  pembahasan  
penelitian  yang  telah diuraikan, maka dapat 
dirumuskan beberapa butir kesimpulan, yaitu: 
1. Pola pendidikan politik yang dibuat secara 
umum harus berorientasi kepada pembentukan 
individu yang memenuhi kompetensi yang 
dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas politik 
mereka yang dilandasi oleh kesadaran politik 
yang tercermin dalam bentuk-bentuk partisipasi 
politik. Materi pendidikan politik yang diberikan 
seperti: Civic Education, Etika Politik, 
Partisipasi Politik, Money Politic dan Golput 
dengan teori belajar Andragogi. Dalam 
melaksanakan pendidikan politik dapat 
dilakukan dengan dua pendekatan pokok yaitu 
pendekatan pembinaan dan pendekatan 
pengembangan dengan metode ceramah, diskusi, 
praktek (berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, 
provokasi dan advokasi, pengambilan keputusan, 
manajemen kampanye, dan perencanaan), 
mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi 
politik), case study (studi kasus), panel, personal 
action plan, dan demonstrasi/aksi. 
2. Partai politik memiliki peran penting dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui 
partai politik para pemimpin dan wakil rakyat di 
negara kita terpilih. Namun peran penting 
tersebut tidak disertai oleh pelaksanaan fungsi 
partai politik sebagai Instrumen of Political 
Education dengan baik dan benar terutama 
terhadap kadernya. Hal ini karena pelaksanaan 
pendidikan politik oleh partai politik sering 
terkendala oleh masalah dana. Dengan adanya 
hambatan tersebut, maka persepsi tentang bentuk 
pendidikan politik itu sendiri harus diperluas. 
Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dapat 
dilakukan melalui bentuk formal tetapi juga 
dalam bentuk non formal.   
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini 
merekomendasikan beberapa hal kepada berbagai pihak. 
Antara Lain: 1. Kepada partai politik agar dapat 
melaksanakan pendidikan politik baik dalam bentuk 
formal maupun non-formal dan menjadikan  materi 
pendidikan politik sebagai muatan dalam pelaksanaan 
pendidikan politiknya. 2. Kepada seluruh kader partai agar 
mengikuti pelaksanaan pendidikan politik yang 
diselenggarakan oleh partainya, berdasarkan tahapan 
pendidikan kader. 
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